
Pemprov Sultra Fokus Kendalikan
Inflasi Jelang Ramadan
SultraNet.com  –  Pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  (Pemprov  Sultra)
menegaskan komitmennya dalam mengendalikan  inflasi  menjelang bulan  suci
Ramadan. Hal ini  disampaikan saat mengikuti  Rapat Koordinasi  Pengendalian
Inflasi  Daerah  yang  digelar  secara  virtual  oleh  Kementerian  Dalam  Negeri
Republik Indonesia (Kemendagri RI), Senin, 24 Februari 2025.

Rapat  koordinasi  mingguan yang  dipimpin  langsung oleh  Sekretaris  Jenderal
Kemendagri, Tomsi Tohir, ini turut diikuti oleh sejumlah pejabat kementerian dan
lembaga terkait, di antaranya Plh. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS
M. Habibullah, Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden Edy Priyono,
serta perwakilan dari Bulog dan Kementerian Perdagangan.

Dari Sultra, rapat ini dihadiri Sekretaris Daerah Asrun Lio, Asisten II Setda, Staf
Ahli  Gubernur,  kepala  OPD  terkait  seperti  Dinas  Ketahanan  Pangan,  Dinas
Pertanian dan Peternakan, Dinas ESDM, Biro Perekonomian, serta perwakilan
Bank Indonesia.

Dalam  arahannya,  Tomsi  Tohir  menegaskan  pentingnya  kolaborasi  antara
pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga kestabilan harga barang dan jasa,
khususnya menjelang Ramadan dan Idulfitri yang biasanya diiringi peningkatan
konsumsi masyarakat.

“Pemerintah daerah harus memastikan inflasi  tetap terkendali  agar daya beli
masyarakat tidak terganggu,” tegas Tomsi. Ia meminta agar pemda lebih aktif
memantau harga pasar dan segera mengambil  langkah intervensi  jika terjadi
lonjakan signifikan. Bentuk intervensi yang disarankan antara lain melalui operasi
pasar dan subsidi biaya distribusi.

Tomsi juga menyampaikan bahwa mulai tahun ini, setiap daerah akan ditunjuk
secara  bergiliran  untuk  melaporkan  kondisi  harga  dan  strategi  pengendalian
inflasi yang telah dilakukan. “Dengan begitu, masing-masing daerah akan lebih
aktif menekan laju kenaikan harga tanpa selalu mengandalkan dukungan dari
luar,” ujarnya.
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Sementara itu, BPS mencatat bahwa pada minggu ketiga Februari 2025, delapan
provinsi  mengalami  kenaikan  Indeks  Perkembangan  Harga  (IPH),  termasuk
Sulawesi Tenggara. Kenaikan harga di daerah ini dipengaruhi oleh komoditas
seperti  cabai  merah,  cabai  rawit,  dan  beras.  Kabupaten  Bombana  bahkan
mencatat  kenaikan IPH tertinggi  sebesar 4,38 persen,  didorong oleh naiknya
harga daging ayam ras, telur ayam ras, dan bawang merah.

Plh.  Deputi  BPS,  M.  Habibullah,  menyebutkan  bahwa  pada  Ramadan  tahun
sebelumnya, lima komoditas utama penyumbang inflasi adalah telur ayam ras,
daging ayam ras, beras, cabai rawit, dan bawang putih. Untuk Februari 2025,
harga gula pasir mengalami kenaikan sebesar 1,01 persen dibandingkan Januari
2025, sementara harga cabai rawit  justru turun 4,37 persen. Adapun minyak
goreng mengalami kenaikan harga sebesar 0,48 persen.

Menanggapi kondisi ini, Sekda Sultra Asrun Lio meminta seluruh instansi terkait
agar memperkuat koordinasi dalam menjaga kestabilan harga. Ia menekankan
pentingnya  kerja  sama  antara  Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan
(Disperindag)  dengan  BPS  dalam  menganalisis  perkembangan  harga  dan
merumuskan  langkah  strategis  pengendalian  inflasi.

“Kita perlu memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar efektif
dalam menjaga stabilitas harga di tengah masyarakat,” ujar Asrun.

Ia  juga  menegaskan  bahwa  Pemprov  Sultra  siap  melakukan  intervensi  jika
dibutuhkan,  termasuk  dalam  bentuk  pengurangan  biaya  distribusi  dan
pengendalian  biaya  transportasi.  Langkah  ini  dianggap  penting  agar  harga
kebutuhan pokok tetap terjangkau dan tidak membebani masyarakat.

Menurut Asrun, distribusi menjadi salah satu faktor utama dalam pengendalian
harga. “Kalau distribusi terganggu, maka harga di pasaran pasti ikut terdampak.
Maka dari itu, kita akan fokus pada penguatan rantai distribusi agar tidak ada
kelangkaan dan lonjakan harga yang tidak wajar,” katanya.

Pemprov  Sultra  pun  berkomitmen  untuk  mempercepat  respons  jika  terjadi
gangguan pasokan bahan pokok di pasar. Selain operasi pasar, pemerintah juga
akan mengupayakan kerja sama lintas sektor, termasuk melibatkan pelaku usaha
dan stakeholder  lainnya dalam menjaga stabilitas  pasokan dan harga barang
strategis.



Dengan antisipasi dan strategi yang matang, pemerintah berharap lonjakan harga
yang biasa terjadi menjelang Ramadan bisa diminimalisir. Fokus utama Pemprov
Sultra saat ini adalah menjaga daya beli masyarakat tetap stabil dan memastikan
ketersediaan bahan pokok dengan harga terjangkau.


